KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Masa Depan Demokrasi Indonesia
: Sabtu, 28 Desember 2019
: Seputar Indonesia

27

ABDULMU'TI

SekretarisUmum  §
PP Muhammadiyah, Dosen UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta §

B anyak pihak yang
mulai pesimistis
dengan masa de-
i pan demokrasi di
Indonesia. Salah satunya ada-
lah Didik J Rachbini, ekonom
senior, mantan anggota DPR
PAN, dan Dewan Pengurus
LP3ES. Dalam seminar berta-
juk Outlook Demokrasi (21/
12)diJakarta, Didikmenyebut
demokrasi Indonesia menga-
rah pada otoritarianisme. Le -
mahnya kekuatan masyarakat
sipil, pemusatankepadapeme -
rintahan, ancaman kepada pi-
hak-pihak yang berbeda pen-
dapat, dan kooptasi media
mainstream telah menimbul-
kan terjadinya degenerasi.
Praktik demokrasi tidak men-
cerminkan nilai-nilai demo-
krasi yang sesungguhnya dan
dominasioligarki.

Kekuatan Oligarki

Didik tidak sendiri. Walau -
pun tidak secara khusus me-
nyebut Indonesia, Jeffrey A
Winters melihat oligarki seba -
gai realitas global. Dalam wa -
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wancara dengan Keen On
(13/9), Indonesianis asal Ame-
rika Serikat tersebut meng-
ingatkan adanya konvergensi
antara demokrasi dan oligarki.
Tidak ada clash antara kedua-
nya. Oligarki tetap subur di
alamdemokrasi. Haldemikian,
menurut Winters, disebabkan
beberapa faktor. Pertama, fak -
torkesenjangan sosial yang sa-
ngat tajam. Faktorini berpe -
ngaruh terhadap terciptanya
stratified democracy. Elite sa-
ngat menentukan arah demo -
krasi. Kedua, biaya politik yang
mahal sebagai akibat dari pro-
ses kampanye yang lama. Poli-
tik dikuasai oleh orang-orang
kaya atau oleh pemodal. Ke -
kuatanuang(moneypower)dan
kedigdayaan kekayaan (wealth
power) akanmenentukansiapa
yangberkuasa.

Betul bahwa dalam demo -
krasi terdapat kebebasan ber-
pendapat (freetospeak),kesem-
patan berjuang (free to strug-
gle),danpemilihanumumyang
kompetitif (competitive electi -
on). Namun, semua itu tidak
terlepas dari cengkeraman oli-
garki. Ketiga, adanya kecende-
rungan populisme di mana fi-
gur-figur populer mulai tampil
dalam kepemimpinan politik.
Dunia menyaksikan praktik
demokrasiyangoligarki(oligar -
chicdemocracy).

Setelah 20 tahun, demokra-
sidiIndonesia tidak semakin

berkualitas. Kekuatan ekseku-
tif jauh lebih dominan diban-
dingkan dengan legislatif dan
yudikatif. Di tingkat pusat,
meskipun posisinya setingkat,
presiden begitu perkasa. Be -
berapa kali presiden menerbit -
kan' peraturan pemerintah
pengganti  undang-undang
(perppu). Undang-undang ha-
silkerjakeras DPRyanganggo-
tanyalebihdari500orang, kan-
das oleh seorang presiden. Di
kabupaten dan kota, DPRD
selalu"seia dan sekata” dengan
bupatiatauwalikota.
Lembaga legislatif yang se-

harusnyaberperan sebagai ke-
kuatan kontrol, check and ba-
lance, bahkan oposisiseakan ti-
dak bertaji. Partai tidak hanya
dibawah kontrol eksekutif, te-
tapimenjadibagian darioligar+
kiitusendiri. Dalam tubuhpar -
tai, mulai tumbuh benih-benih
feodalisme. Anggota legislatif
tidak ubahnya bidak politik
dan speaker elite. Kritik Iwan
Fals terhadap DPR Orde Baru
tampakrelevandieraReforma-
si. Dengan cara yang berbeda,
DPR tidak ubahnya paduan
suara yang selalu setuju pada
kehendak penguasa.

Peran Masyarakat Sipil
Sebagai sebuah sistem, de-
mokrasi merupakan pilihan
yangpalingmemungkinkandan
sesuai untuk bangsa Indonesia.
Dengan segala kelemahannya,

sistem demokrasi tetap harus
dipertahankan. Berbagai keku -
rangan disempurnakan. Gejala
oligarki dan otoritarianisme

- masihmungkin diakhiri.

Pertama, diperlukan peru-
bahan sistem pemilu dan sis-
tem kepartaian yang menyelu-
ruh. Sistem proporsional ter-
buka yang berlaku sejak 2009
diubahkearah sistem tertutup
(1999) atau terbuka terbatas
(2004). Dengan sistem tertu-
tup, kekuatan kapital dapat di-
kurangi. Posisi dan kedudukan
partailebih kuat. Partai dapat
menjadi alat perjuangan, bu-
kan sebatas kendaraan. Kade-
risasi dan karier politik dapat
lebih terbuka.

Kedug, penguatan peranma-
syarakat sipil. Sungguhpun po-
sisinya tidak cukup kuat karena
banyak yang terkooptasi ke
pusat kekuasaan, masyarakat
sipil masih bisa memainkan pe -
ran. Dengan kekuatan intelek-
tual, moral, dan jaringan sosial,
masyarakat sipil masih berpe-
ran sebagai opinion makers dan
pressure groups. Di tengah an -
caman intimidasi, mereka ma-
sih berani bersuara walaupun
lirih dan nyaris tak terdengar
kecualiolehmerekayangberhati
beningdan teguhbermoral.

Ketiga, penguatan moral
politik. Demokrasi adalah cer-
minmoralitasbangsa. Baikdan
buruknya demokrasi terletak
padaakhlak masyarakat. Seba-

gus apa pun suatu sistem tidak
menjamin keberhasilan jika
moral mengalamikehancuran.
DalamkonteksbangsaIndone-
sia yang religius, harapan de -
mokrasi berada di tangan para
tokoh agama. Memang agak
berisiko dan tidak seharusnya
terjadi. Keterlibatan para aga -
mawan dalam politik bisa me-
nyeret mereka ke dalam prag-
matisme dan potensi politisasi
agama. Namun, komitmen
moral, tanggung jawab sosial,
dankepedulian mereka terha-
dapmasadepanbangsadanne -
garasangatdiperlukan.
Realitas politik Indonesia
saat ini sungguh ironis. Dalam
banyak hal, justru para tokoh
agamayangbersuaralantangdi
tengah keheningan para politi-
siyang tidak kuasa bicara. Ti-

* dak sedikit yang mencibir dan

nyinyir. Namun, dunia tidak
alpa pada catatan pinggir seja-
rahbahwa perubahan; revolusi
ataureformasidigerakkanoleh
para “guru ngaji”. Revolusi
Islam Iran (1979) dipimpin
oleh Ayatollah Khomeini. Re -
formasi Indonesia (1998) di-
motori oleh Muhammad
Amien Rais; 21 tahun lalu
Amien Rais adalah ketua Pim-
pinan Pusat Muhammadiyah.
Di tengah demokrasi yang se-
makin oligarki harus tetap ada
yang bersuara kritis. Tanpa ke-
lompok kritis, demokrasi akan
matidalampelukan tirani. &
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